




1.1 Latar Belakang  
Keuangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.Oleh karena itu, 
dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien.Keuangan daerah 
merupakan faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah 
dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang 
maupun membelanjakannya.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah didanai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 
satu tahun anggaran. 
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, 
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.Dalam rangka memenuhi pembiayaan, 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dapat diperoleh dari 
hasil penerimaan suatu daerah atau dapat pula dari luar daerah.Sumber-sumber 
pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan 
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah 
&lain-lain hasil usaha daerah yang sah.Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu 




PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemammpuan pemerintah daerah 
untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.Hal ini berarti pemerintah daerah 
tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah.Demikian pula 
sebaliknya apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau 
mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum 
maksimal. 
Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan 
Daerah Kota Bandung No. 06 tahun 2016tentang Pajak Dearah yang didalamnya 
mengatur 9 (Sembilan) jenis pajak meliputi:Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemeintah Kota Bandung yaitu pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah 
satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang sudah tercantum dalam UU 
No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 





Sehubungan dengan telah terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 sebagai 
pangganti dari Undang Undang No. 34 Tahun 2000 (Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang yang semula pajak BPHTB merupakan  
Pajak Pusat dilimpahkan pengelolaannya menjadi Pajak Daerah. Selanjutnya 
mulai tahun 2011 pajak BPHTB ini resmi ditetapkan menjadi pajak 
kabupaten/kota. Tentunya hal itu akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) mengingat pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan 
PAD maka dengan adanya penambahan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah 
kabupaten/kota diharapkan dapat dikelola secara efektif dan memberikan 
kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Kota Bandung merupkan kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang 
cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yaitu pada tahun 
2012-2016, walaupun demikian terkadang realisasi penerimaan dari Pendapatan 
Asli Daerah tersebut tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah 












PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG 
TAHUN ANGGARAN 2012-2016 
Tahun 
Anggaran 
Target Realisasi Persentase 
2012  933.920.944.572,00 1.005.583.424.429,00 107,67% 
2013 1.407.759.106.133,00 1.422.775.238.323,00 102,49% 
2014 1.808.509.055.075,00 1.716.057.298.378,00 94,89% 
2015 2.066.246.830.526,00 1.859.694.643.505,00 90,00% 
2016 2.767.404.903.364,00 2.152.755.704.962,00 77,79 % 
Sumber:BPK RI Prov Jawa Barat  
Bisa dilihat dari perolehan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota 
Bandung pada tahun 2012-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi 
pada tahun 2014 sampai 2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan. 
Jenis pajak BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan PAD kota Bandung. Berikut daftar target dan 










Target dan Realisasi Pajak BPHTB Kota Bandung 
Tahun Target Realisasi Persentase 
Kontribusi 
Terhadap PAD 
2012 335.000.000.000,00 398.574.514.052,00 118,98% 0,40 % 
2013 350.000.000.000,00 425.761.410.854,00 118,79% 0,30 % 
2014 428.150.000.000,00 418.786.427.368,00 97,81% 0,24 % 
2015 428.150.000.000,00 399.885.860.295,00 93,40% 0,22 % 
2016 660.000.000.000,00 440.329.093.979,00  66,72% 0,21 % 
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)  
Berdasarkan perolehan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi 
pendapatan pajak BPHTB pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dan 
tidak mencapai target yang sudah ditentukan, begitu pula pada tahun 2016 
pendapatan pajak BPHTB mengalami kenaikan, akan tetapi tidak mencapai target 
yang sudah ditentukan yaitu hanya sebesar 66,72 % saja. Berdasarkan penelitian, 
penulis menemukan beberapa masalah terkait dengan ketidak efektifan dari 
realisasi penerimaan pajak BPHTB yang tidak mencapai target yang sudah 
ditetapkan yaitu: 
Adanya kemungkinan penurunan minat investasi sektor property,Pajak 
BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional 
properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya selain 
itu, harga transaski hanya berdasarkan pelaporan dari pihak Notaris, PPAT atau 




yaitu disebabkan karena Harga jual beli selama ini hanya berdasarkan pada harga 
NJOP tidak berdasarkan pada harga NOP. 
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 
mengenai “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Bandung” 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan maka diperoleh gambaran yang 
menunjukkan bahwa: 
1. Penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2014 sebesar 97,81 %, tahun 2015 
sebesar 93,40 % dan tahun 2016 sebesar 66,72 % dari target yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. 
2. Adanya kemungkinan penurunan minat investasi sektor properti; 
3. Sulitnya mendeteksi wajib pajak yang membayar pajak BPHTB. 
4. Harga jual beli selama ini hanya berdasarkan pada harga NJOP tidak 








1.3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 
maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah 
yang akan diteliti maupun sebagai batasan penelitian diantaranya: 
1. Seberapa besar pengaruh ketepatan waktu pemungutan pajak BPHTB 
terhadap peningkatan PAD Kota Bandung? 
2. Seberapa besar pengaruh ketepatan kualitas pemungutan pajak BPHTB 
terhadap peningkatan PAD Kota Bandung? 
3. Seberapa besar pengaruh ketepatan kuantitas pemungutan pajak BPHTB  
terhadap peningkatan PAD Kota Bandung? 
4. Seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak BPHTB terhadap 
peningkatan PAD Kota Bandung? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk: 
1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh ketepatan waktu 
pemungutan pajak BPHTB terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh ketepatan kualitas 
pemungutan pajak BPHTB terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh ketepatan kuantitas 




4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak 
BPHTB terhadap peningkatan PAD di Kota Bandung. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang 
diuraikan sebagai berikut: 
1.5.1. Kegunaan Teoritis 
Pada prinsipnya penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-
teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek 
keilmuan dan secara akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta 
teori-teori. 
1.5.2. Kegunaan Praktis  
a. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 
Kegunaan penelitian ini secar apraktis diharapkan dapat menjadi 
salah satu ide kedepan bagi pemerintah khsusunya bagi Badan 
pemerintahan terkait guna memperbaiki dan mengembangkan. 
b. Bagi Umum  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 






c. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan pajak daerah di 
kota bandung dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh 
peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
 
1.6. Kerangka Pemikiran 
Definisi pemungutan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 
adalah “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi 
serta pengawasan penyetorannya”. 
Pajak menurut Waluyo (2013:2) mengemukakan bahwa “pajak adalah iuran 
masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut oeraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukdan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas  Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan”. 
Sedangkan menurut Soemitro dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2011:10), 
yang dimaksud dengan pajak ialah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 




(kontraprersatsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. 
Pajak BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan 10aradigm tanah 
dan atau bangunan (Supramono dan Damayanti, 2010:149).Sementara Waluyo 
(2007:155) “pemilik atau yang memperoleh hakatas tanah dan bangunan 
menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperoleh kepada pemerintah melalui 
pembayaran pajak yang disebut Bea Perolehan 10aradigm Tanah dan Bangunan”. 
 Pemungutan pajak dilaksanakan untuk memenuhi pendapatan asli daerah agar 
dengan adanya pemungutan pajak pemerintah bisa mencapai sebuah 
pembangunan dan kepentingan-kepentingan suatu Negara sehingga 
masyarakatnya pun diharapkan bisa merasakan kesejahteraan dari pengolahan 
hasil pajak daerah tersebut, karena bagaimanapun hasil pajak diperoleh dari 
masyarakat daan harus dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat dan harus 
memperhatikan asas kepentingan umum. 
 Dalam pemungutan pajak daerah tentunya sudah dipersiapkan rancangan 
kinerja mulai dari target yang harus dicapai dan bagaimana merealisasikan 
capaian target tersebut. Suatu pajak bisa dikatakan efektif apabila mencapai 100% 
apabila dibwah itu maka bisa dikatakan belum mencapai target dan kurang efektif. 
Pengertian efektivitas yang dijelsakan oleh Mardiasmo (2002:4) yaitu “efektivitas 
adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara 
sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome(akibat dan dampak) 




 Efektivitas merupakan salah satu aspek penelitian terhadap prestasi 
manajemen dalam mengelola perusahaan yang menjadi perhatian khusus karena 
berkaitan dengan capaian kinerja organisasi.Efektivitas pemungutan pajak daerah 
harus dapat dilakukan dnegan baik agar jumlah penerimaan pajak daerah ini dapat 
memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah dari pajak. 
 (Indrawijaya, 2010: 176) menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran 
yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan tepat waktu telah 
tercapai.Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitas.Konsep 
orientasinya lebih tertuju pada keluaran.Masalah penggunaan masukan tidak 
menjadi isu dalam konsepini.Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak 
mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas”. 
 Sedangkan menurut Halim (2004:129) menyatakan efektivitas 
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill 
daerah.  Berdasarkan pengertian efektivitas menurut beberapa ahli, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disusun 
pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan atau dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi, 
dan setiap kegiatan haruslah diupayakan secara efektif dalam arti mendapatkan 




 Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan 12aradigm Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Menurut Adam Indrawijaya (2010:175-177) faktor yang 
mendukung pencapaian efektivitas yaitu: 
a. Tepat Waktu 
Penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yag 
ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam 
lembur dan setiap pekerjaan terjadwal secara pasti sehingga mudah 
menyelesaikannya. 
b. Tepat Kualitas  
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas 
yang ditetapkan instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan 
kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat 
memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan atau masyarakat). 
c. Tepat Kuantitas 
Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang 
ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan 
tanggung jawab yang lebih luas. 
 Untuk Mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak BPHTB tentunya harus 
didukung oleh administrasi perpajakna yang baik.Administrasi perpajakan 
menurut Liberti Pandiangan (2014:43) adalah kegiatan penatausahaan dan 
pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi 




 Dengan administrasi yang baik optimalisasi PAD dapat tercapai dengan baik.  
Adapun menurut Taruna, Kosasih (2000:63) mengatakan bahwa untuk 
memaksimalkan penerimaan dari PAD agar penerimaannya mendekati atau 
bahkan sama dengan pendekatan potensinya, secara umum ada 2 cara yaitu 
dengan melakukan intensifikasi dan ektensifikasi, intensifikasi dimaksudkan 
untuk mengefektifkan pemungutan pada objek dan subjek yang sudah dikenakan 
sebelumnya, sedangkan ektensifikasi dimaksudkan untuk menjaring wajib pajak 
yang baru dan dapat juga dengan mengenakan jenis pajak dan retribusi yang baru. 
Utang Rosidin (2010:232) mengatakan secara umum upaya yang perlu 
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 
melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
pemungutan sangat berpengaruh terhadap peningkatan asli daerah.Hal ini 
menunjukan diantar kedua variabel tersebut (pemungutan pajak dan pendapatan 
asli daerah) diduga terdapat pengaruh timbal balik. 
 Maka, berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti mengemukakan 





















Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan 
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
pengumpulan data (Sugiyono (2007:70)).Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 
sebagai jawaban asusmsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang sering 







1. Tepat Waktu 
2. Tepat Kualitas 






1. Intensifikasi  
2. Ekstensifikasi 
 











Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
1. H1 :β > 0: Terdapat pengaruh ketepatan waktu pemungutan pajak 
BPHTB terhadap Peningkatan PAD Kota Bandung. 
Ho : β ≤ 0: tidak terdapat pengaruhketepatan waktu pemungutan pajak 
BPHTB terhadap Peningkatan PAD Kota Bandung. 
2. H1 :β > 0: Terdapat pengaruhketepatan kualitas pemungutan pajak 
BPHTB terhadap Peningkatan PAD Kota Bandung. 
Ho : β ≤ 0: Tidak terdapat pengaruh ketepatan kualitas pemungutan 
pajak BPHTB terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
3. H1 :β > 0: Terdapat pengaruh ketepatan kuantitas Pemungutan pajak 
BPHTB  terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
Ho : β ≤ 0: Tidak terdapat pengaruh ketepatan kuantitas pemungutan 
pajak BPHTB  terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
4. H1 :β > 0: Terdapat pengaruh efektivitas pemungutan pajak BPHTB 
terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
Ho : β ≤ 0: Tidak Terdapat pengaruh efektivitas pemungutan pajak 
BPHTB terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. 
 
 
 
 
